
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4722); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 
ten tang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 43, Tambahan Lembaran , Negara Republik 
Indonesia Nomor 6645); 

a. bahwa lintas pelayanan angkutan perintis bidang 
perkeretaapian telah ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Menteri Perhubungan Nomor KM 24 7 Tahun 2021 
tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis 
Bidang Perkeretaapian, sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM 246 Tahun 2022; 

b. bahwa sehubungan dengan lintas pelayanan Tebing 
Tinggi-Lalang yang dilayani oleh Kereta Api Perintis 
Datuk Belambangan telah ditetapkan sebagai lintas 
pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan 
kewajiban pelayanan publik dan terdapat beberapa 
lintas pelayanan kereta api perintis baru, maka perlu 
melakukan penyesuaian Lintas Pelayanan Angkutan 
Perintis Bidang Perkeretaapian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan 
Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 
24 7 Tahun 2021 ten tang Penetapan Lintas Pelayanan 
Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian; 

MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR KM 3 TAHUN 2024 

TENT ANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR 
KM 247 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN ANGKUTAN 

PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN 

MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

r 



Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri 
ini. 

Mengubah lampiran Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM 247 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas 
Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan 
Menteri Perhubungan Nomor KM 246 Tahun 2022, yang 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

TENT ANG 
MENTE RI 
TENT ANG 
PERINTIS 

MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN 
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN 
PERHUBUNGAN NO MOR KM 24 7 TAHUN 2021 
PENETAPAN LINTAS PELAYANAN ANGKUTAN 
BIDANG PERKERETAAPIAN. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2009 tentang .. Lalu Lintas dan 
Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5961); 

4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang 
Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan 
Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan 
Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan 
dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik 
Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 53 
Tahun 2012 ten tang Kewajiban Pelayanan Publik dan 
Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya 
Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, 
serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana 
Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 180); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 815); 

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 7 Tahun 
2021 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan 
Perintis Bidang Perkeretaapian, sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor KM 246 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM 247 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas 
Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian; 
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SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 
2. Menteri Keuangan; 
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Sadan Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal 

Perkeretaapian Kementerian Perhubungan; 
6. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero). 

BUDI KARY A SUMADI 

ttd 

MENTERIPERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Januari 2024 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan 
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2024. 

KETIGA 
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